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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Sertifikat Halal  Pada Produk Makanan  dan Minuman Menurut Ketentuan Hukum  Indonesia
Prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.  Barang yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah (Qs. Albaqarah-173) sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman beralkohol)  (QS. Albaqarah-219). Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur,  jatuh ditanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala (Qs. Alma’idah-3) Jika hewan-hewan ini sempat disembelih dengan menyebut nama Allah sebelum mati, maka akan tetap halal kecuali diperuntukkan bagi berhala.

Bahan-bahan yang termasuk ke dalam kategori haram, seperti yang diuraikan di atas dan dipersiapkan serta diolah menurut ketentuan halal menurut syariat Islam produknya dapat diajukan untuk mendapat sertifikat halal MUI. Tujuan pelaksanaan sertifikat halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetik adalah untuk  memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan bathin yang mengkonsumsinya.

Pengunaan label halal pada makanan produk olahan di Indonesia sangat mudah ditemukan, suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengolahannya, dapat saja ditempeli tulisan halal (dengan tulisan arab), maka seolah-olah makanan tersebut telah halal.  Makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman.
 

Makanan yang aman adalah halal secara zatnya, halal cara memprosesnyadan halal cara memperolehnya. Makanan kemasan yang halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur atau barang yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku makanan itu sendiri, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan yang pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. 

Sistem jaminan halal adalah suatu sistem yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dalam rangka menjamin kesinambungan proses produksi halal. Sistem ini dibuat sebagai bagian dari kebijakan perusahaan, bukan merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri.  Makanan yang halal bagi umat Islam adalah makanan yang diberi lalal halal yaitu segala fatwa tertulis  Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam .
 

Praktek yang terjadi terkait dengan label halal adalah adanya pelabelan yang tidak sesuai dengan ketentuan, di mana pelaku usaha dapat mencantumkan label hal pada produk makanan kemasan dan kemudian di jual di pasar tradisional maupun modern. Selain itu ada pula produsen yang pada saat proses pengumpulan data yang mendaftarkan label halal pada makanan kemasan tidak sesuai dengan apa yang di produksinya. Dengan demikian maka produk makanan kemasan yang terdapat label halal dalam kemasannya belum tentu halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena ini dijumpai dalam kehidupan yaitu produsen yang memalsukan makanan yang sebenarnya tidak halal menjadi halal dan dengan sengaja menjual makanan itu. Pada saat pendaftaran, makanan tersebut lolos sertifikasi label halal, namun saat dipasarkan, makanan tersebut ternyata tidak halal atau dikatakan haram. Ada pula produsen makanan kemasan yang menempelkan kata halal pada produk makanan namun belum memiliki sertifikat halal yang mana untuk mendapatkan keuntungan semata.

Akibat kemajuan teknologi banyak dari bahan-bahan haram yang dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong pada berbagai produk olahan makanan kemasan. Akhirnya yang halal dan yang haram menjadi tidak jelas, bercampur aduk serta tidak jelas hukumnya. Masalah ini memunculkan banyak pengusaha yang asal mencantumkan label halal, tanpa prosedur yang disyaratkan berdasarkan sertifikasi halal yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Paradigma masyarakat tentang produksi produk halal masih sangat awam. Pandangan mereka, jika mereka tidak memasukan secara langsung bahan non halal kepada makanan yang diproduksi maka itu sudah dijamin halal padahal halal atau tidaknya makanan bukan hanya ditentukan dari bahannya saja akan tetapi alat produksi dan lain lain juga menentukan halal atau tidaknya produk. Permasalahan-permasalahan produk halal yang membuat produsen belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan antara lain: 
1. Peralatan

Permasalahan peralatan yang dimaksudkan disini adalah masih banyaknya pelaku usaha mengandalkan sebagian proses produksinya dengan menggunakan alat yang digunakan bersama, seperti mesin penggilingan daging. Pedagang bakso dan produk makanan turunan daging lainnya, penggilingan dagingnya dilakukan di pasar-pasar tradisional. Hal ini sulit untuk memastikan bahwa alat penggilingan tidak digunakan untuk daging non halal, termasuk dengan tempat penjualan daging sapi yang lokasinya berdekatan dengan daging babi. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya penggunaan pisau atau peralatan lain secara yang bersama.

2. Bahan-Bahan yang digunakan.

Pengadaan bahan-bahan untuk produksi banyak temuan yang sulit ditelusuri kehalalannya. Bahan-bahan dimaksud tidak mempunyai informasi yang jelas tentang siapa dan tempat memproduksinya. Terutama untuk produk bakery atau kue-kue dan bumbu-bumbu yang digunakan untuk makanan restoran.

3. Penyembelihan hewan

Banyak pelaku usaha membeli daging unggas, sapi atau kambing di tempat yang belum ada jaminan kepastian penyembelihan hewannya secara halal. Penyembelihan hewan banyak dilakukan di pasarpasar dan jarang sekali di Rumah Potong Hewan (RPH). Meskipun sudah ada RPH yang bersertifikat halal, tetapi minat pelaku usaha kecil dalam melakukan pemotongan hewan disana masih sangat rendah. Daging hewan yang digunakan belum dipastikan penyembelihannya secara halal. 

Legalisasi halal yang berupa sertifikat halal terhadap suatu produk makanan kemasan bukan sekedar jaminan terhadap ketentraman konsumen, tetapi juga jaminan bahwa produknya akan semakin dibutuhkan oleh konsumen. Pada dasarnya konsumen mempunyai Hak dan Kewajiban yang termuat di dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Upaya masyarakat untuk mendapatkan makanan yang halal, membutuhkan perlindungan dari penguasa atau pemerintah.  BPOM adalah badan yang berwenang dalam melakukan audit terhadap kemanan produk yang dipandang dari sisi kesehatan, sedangkan LPPOM-MUI adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian dibawa ke komisi fatwa untuk dibahas dalam siding komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda haram dan najis.

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan trasparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Sertifikat halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara. 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat memberikan pemahaman tentang sertifikasi halal yang artinya fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI.

Syarat-syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam antara lain: 
1. Tidak mengandung babi dan bahan bahan yang berasal dari babi

2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran.

3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam.

4. Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi dan jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut tata cara syariat islam.

5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

 Jaminan produk halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaataan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. 

Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat.

Peredaran produk makanan dan minuman masih banyak ditemukan baik yang lokal maupun yang impor belum berlabel sertifikat halal atau sertifikat halal yang terdapat pada kemasan makanan dan minuman diragukan kebenarannya. Hal ini menunjukan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha mengikuti ketentuan hukum sertifikat halal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen. Pasal 4 huruf a menyatakan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a tersebut konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasan aman, nyaman dan tenteram. 

Pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman dan tenteram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk.

Pasal 4 angka c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/ atau jasa. Merujuk pada Pasal 4 huruf c tersebut untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, pelaku usaha dalam memproduk barang atau jasa untuk diperdangkan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkkan tersebut adalah produk halal dengan mencantumkan logo sertifikat halal MUI.

Keterangan halal suatu produk sangat penting bagi msyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agam Islam. Berdasarkan undang-undang pangan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan logo halal yang diperoleh melalui LPPOM MUI sebelum produk diperdagangkan, tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen terhadap produk yang tidak halal. 

Logo halal memberi manfaat kepada konsumen muslim, karena terhindar dari produk yang tidak halal. Importir yang berasal dari luar negeri, di samping harus dijaga, bahwa produk itu harus sehat dan halal untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, memberi ketenteraman bagi konsumen muslim. 
Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan adalah memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk yang tidak halal minuman adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Produk makanan dan minuman tidak halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang  Jaminan Produk Halal, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan tanda pada produk makanan dan minuman tersebut tidak halal. Undang-undang perlindungan konsumen pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai komposisi pada produk makanan dan minuman. Selayaknya pelaku usaha di Indonesia yang memperdagangkan produk makanan dan minuman memberikan informasi yang jelas, jujur mengenai komposisi, kehalalan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan untuk melindungi hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat belum mencantumkan logo halal atau logo halal masih diragukan kebenarannya. Produk yang tidak ada logo halalnya belum tentu haram, begitu juga produk yang ada logo halalnya belum tentu juga halal, karena tidak tertutup kemungkinan produknya tidak halal. 

Halal dalam Hukum Islam tidak hanya zatnya, tapi juga mulai dari proses produksi dari hulu sampai hilir harus terbebas dari zat zat yang diharamkan oleh syariat Islam. Penyimpanan produk yang halal tidak boleh berdekatan dengan produk yang halal, artinya tempat penyimpanan produk halal harus terpisah dengan produk yang tidak halal. Begitu juga alat yang dipakai untuk memproses produk halal tidak boleh dipakai bersama dengan produk yang tidak halal.

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam. 

Sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetika oleh LPPOM MUI hanya mencakup sebatas perlindungan pada wilayah nilai hukum subtansial  suatu produk. Suatu produk makanan yang sudah dinyatakan halal oleh MUI (berlabel halal), tapi dalam kenyataannya ditemukan adanya unsur campuran barang haram atau najis, maka dalam kasus ini MUI sudah mengantisipasi dengan mengadakan kebijaksanaan bahwa MUI suatu saat akan mengadakan pemeriksaan secara mendadak dan acak melalui laboratorium pada barang yang dinyatakan halal.

Adanya unsur tercampur dengan barang haram atau najis dalam barang bersangkutan, maka MUI akan mengumumkanlangsung atas keharaman barang tersebut melalui jurnal halal LPPOM MUI dan media massa lain (cetak atau elektronika), walaupun masa berlaku sertifikat halalnya belum habis. Hal ini dilakukan karena produsen telah menyalahi kesepakatan bahwa produsen akan selalu tetap menjaga kehalalan produk selama masa sertifikat halal berlaku. 

B. Peranan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan dalam Pemberian Sertifikat Dan Label Halal Pada Produk Makanan dan Minuman
Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, di samping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru.  Kaum muslimin meyakini bahwa Islam merupakan agama yang mampu mengatur kehidupan umat manusia secara sempurna dalam semua segi kehidupan. Walaupun agama ini sudah melalui sejarah yang panjang, sejak mulaiditurunkan Allah kepada Nabi Muhammad lebih 14 abad yang lalu, hal initidaklah menjadikan Islam kaku dalam menghadapi sejarah yang di laluinya,melainkan sebaliknya, mengakibatkan Islam semakin dewasa untuk beraplikasi  di tengah-tengah kehidupan umat manusia.

Pemerintah melihat dalam kegiatan kenegaraan, khususnya sesudah kemerdekaan, bahwa umat Islam sebagai kelompok mayoritas di negara ini, memiliki potensi yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah menilai bahwa suatu program, apalagi yang berkaitan dengan agama, hanya bisa sukses disokong oleh agama, atau sekurang-kurang ulama tidak menghalanginya. Ini berarti bahwa kerjasama dengan ulama sangat perlu dijalin oleh pemerintah dan untuk maksud tersebut, di zaman Soekarno telah didirikan Majelis Ulama yang kemudian disusul dengan lahirnya berbagai Majelis Ulama Daerah. 

Wujud dari Majelis Ulama yang ada di berbagai daerah itu belum mempunyai pegangan dan cara kerja yang seragam, sampai akhirnya atas prakarsa pemerintah Orde Baru diadakanlah suatu musyawarah nasional ulama yang terdiri atas utusan wakil-wakil ulama propinsi se Indonesia di Jakarta dari tanggal 21 sampai 28 Juli 1975. 

Musyawarah inilah yang berhasil secara bulat menyepakati berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975M di Jakarta Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berdiri, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama dan cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, secara de facto, telah berdiri sejak tahun 1976. Dari masa berdiri hingga tahun 1986 kepengurusan di tubuh MUI ini tidak didasarkan pada periodesasi. Baru pada tahun 1986, setelah Musyawarah Daerah Pertama dilaksanakan, MUI Kota Medan, secara hukum dipandang ada. Keberadaan MUI Kota Medan ini diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam oleh Walikota madya Medan Drs. H. Agus Salim Rangkuti.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan tempat atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujutkan cita-cita bersama. MUI sebagai wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Adapun visi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah : “Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zu’ama, aghniya dan cendikiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (izzu al-Islam Wa al-Muslimin) guna perwujudannya. 

Posisi Majelis Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan Syari’at Nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (rahmat li al-‘alamin) di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia.

Sementara misi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah : “Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam sevara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang khair alummah.”

Dilihat dari latar belakang sejarahnya, pendirian MUI merupakan hasil dari proses panjang dari tarik menarik antara hubungan agama dan negara yang direpresentasikan oleh kelompok ulama dan kelompok sekular nasionalis, juga adanya kepentingan pemeritah kepada umat Islam.  

Beberapa tugas utama MUI diatur di dalam Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia yaitu :

1. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami. 

2. Sebagai wadah silaturrahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah. 

3. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama. 

4. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

Sehubungan dengan berbagai amanat baik dari kepala negara ataupun sejumlah Menteri serta pemikiran dan saran dari peserta musyawarah maka Munas I MUI telah telah merumuskan dalam Pasal 4  Tentang Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi :

1. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amal ma’ruf nahi munka, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.

2. Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.
3. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama.
4. Penghubung ulama dan umara (pemerintah) serta jadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional.
5. Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional.

Majelis Ulama Indonesia untuk mencapai tujuannya melaksanakan usaha-usaha :

1. Memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah Swt.

2. Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakat kepada pemerintah dan masyarakat.

3. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa.

4. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mensukseskan pembangunan nasional.

5. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara berbagai organisasi, lembaga Islam, dan cendikiawan muslim.

6. Mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.

7. Usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi.

MUI mulai melangkah sedikit demi sedikit ke arah perumusan kegiatan dan membuat program kerja, yang baru mulai terumuskan pada Munas II tahun 1980. Hasil Munas II, terutama tentang program kerja, gunanya adalah untuk mengarahkan, meningkatan, dan mengembangkan kegiatan dan dirumuskan bahwa program itu bertujuan untuk :

1. Memantapkan, meningkatkan, dan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi para ulama.

2. Memantapkan dan meningkatkan kesadaran hidup beragama di kalangan umat/masyarakat dalam tatanan masyarakat sosial religius dalam wadah negara RI yang berfalsafah Pancasila.

3. Memantapkan dan meningkatkan kesadaran bernegara untuk menggalang kesatuan dan persatuan bangsa.

4. Memantapkan dan meningkatkan peranan ulama dan partisipasi umat Islam dalam menyukseskan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, untuk mewujudkan stabilitas nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta diridhoi Allah SWT.

Munas III yang berlangsung dari tanggal 19 Juli 1985 di Jakarta, MUI menghasilkan program kerja dengan sasaran :

1. Melakukan peningkatan serta pendalaman beragama dalam arti agar umat Islam mampu meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam, sehingga terwujud suatu masyarakat yang benar-benar takwa kepada Allah Swt.

2. Dalam mencapai sasaran tersebut, selayaknya para ulama, zu’ama, cendekiawan muslim, dan umat Islam pada umumnya secara lebih sadar meningkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan nasional, karena tujuan pembangunan seperti tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (1983) adalah serasi dengan kepentingan umat Islam.

3. Dalam rangka mempersiapkan hari depan yang lebih baik, menginsafi banyaknya tantangan hidup sebagai akibat sampingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyadari akan kemungkinan timbulnya faham-faham yang membawa pengaruh tidak menguntungkan bagi umat Islam Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk menyiapkan generasi muda Islam dalam menyongsong hari depan dengan iman dan amalnya melaksanakan pembangunan nasional yang mempunyai dimensi keterikatan antara kesejahteraan duniawi dan ukhrowi dalam menyongsong lepas landas pembangunan nasional.

4. Meningkatkan usaha-usaha bimbingan kepada umat Islam Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabatnya dengan memberantas kebodohan, keterbelakangan, dan perbuatanperbuatan maksiat yang dapat merusak tata kehidupan beragama dan moral bangsa, seperti penyalahgunaan narkotika, minuman keras, pornoisme, sadisme, dan perjudian dalam segala bentuknya.

Pelaksanaan sertifikasi halal untuk menentukan suatu produk halal atau haram, maka MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) yaitu lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan maupun turunannya, obat-obatan dan kosmetika aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam (yakni halal dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Islam) khususnya di wilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.

LPOM MUI didirikan atas dasar keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut: 
1. Mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan dan obat-obatan dan komestika yang beredar di masyartakat.

2. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjual belikan suatu produk, penggunaan maknan, minuman serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran Islam.

3. Mengkaji dan menyusun konsep-konsp yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai pnyelenggaraan rumah makan atau restoran, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta berbagi jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan komestika yang dipergukan oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat Islam harus terjamin kehalalannya

4. Menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada dewan pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengpolahan, jual beli dan penggunaan pangan dan obat-obatan, dan komestika.

5. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerja sama dengan instansi-instansi pemerintahan dan swasta, dalam dan luar negeri. 

Visi LPPOM MUI adalah membudayakan umat Islam untuk mengkonsumsi produk halal dan menganjurkan kepada seluruh pelaku usaha untuk memproduksi produk halal. Sementara misinya adalah: 
1. Mengintensifkan pemeriksaan kehalalan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di wilayah Indonesia.

2. Meningkatkan kesadaran umat dalam mengkonsumsi produk halal melalui penyuluhan dan pendidikan mengenai produk halal bersama instansi lain. 

3. Meningkatkan kesadaran produsen dalam memproduksi produk halal dengan penyuluhan dan pendidikan mengenai produk halal bersama instansi lain

4. Mempererat dan memperluas kerja sama dengan lembaga Islam Nasional dan Internasional yang berorientasi pada Islam. 

Kedududukan LPPOM MUI adalah sebagai lembaga semi otonom yang memiliki tugas khusus di bidang keselamatan pangan umat Islam dari zat-zat additive. Secara struktural, kedudukan LPPOM MUI dapat dibentuk baik pada MUI pusat maupun MUI Daerah. Namun karena proses untuk terwujudnya sertifikasi halal membutuhkan para ahli dan dukungan secara laboratorium guna melakukan proses hokum, maka untuk sementara kedudukan LPPOM MUI hanya berada pada MUI pusat dan provinsi. 

Penetapan fatwa tentang fatwa halal produk makanan, minuman, obat-obatan, dan komestika dilakukan oleh komisi Fatwa MUI setelah dilakukan audit oleh LPPOM MUI serta melaporkannya kepada komisi fatwa tersebut.  Laporan dari LPPOM MUI kemudian dibawa ke sidang komisi fatwa. Komisi fatwa MUI selanjutnya menetapan halal atau tidaknya produk tersebut berdasarkan berita acara penelitian yang di sampaikan LPPOM MUI. Setelah semua proses itu dilalui, barulah dikeluarkan sertifikasi halal kepada produk tersebut. 

Salah satu sisi kehidupan masyarakat diatur oleh hukum Islam adalah berlakunya Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan pelbagai produk makanan dan minumam halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Keputusan Mentri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar negeri dan KEPMENAG No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Walaupun sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk makanan dan minuman halal, karena undang-undang ini belum fektif berlakunya dan efektifnya berlakunya 5 tahun setelah pengesahan yaitu tahun 2019. Berdasarkan Pasal 66 Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, Undang-undang yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal. Lima tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal berdasarkan Pasal 29 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantum pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi.

Pengaturan tentang sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan konsumen muslim terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27. Pasal 26 pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.

Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya menyangkut kehalalan produk. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Regulasi tentang sertifikasi halal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal telah memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim. Peredaran produk-produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak lagi bisa beredar di Indonesia baik yang di produksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Komitmen negara sangat jelas dalam melakukan perlindungan konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan tidak bersertifikat halal.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari. Seperti perbuatan mencantumkan label halal pada produk pangan yang tidak sah.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan bagi umat Muslim. Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas. Oleh karena itu dalam ketentuan Bab IV UUPK Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Dihubungkan dengan perlindungan konsumen terhadap produk makanan dalam kemasan, maka LPPOM MUI mempunyai peranan yang sangat penting, hal ini sesuai dengan hasil keterangan wawancara dengan M.Syukri Albani Nasution, Sekretaris MUI Kota Medan bahwa langkah awal untuk sertifikasi, menunggu dari perusahaan dan masih bersifat sukarela. Setelah mengisi formulir jaminan halal ini yang bisa membuat perusahaan mempertahankan konsistensi perodaknya, setelah itu barulah diaudit apakah benar yang telah dilampirkan sudah benar atau sesuai. Baru dibuatkan yang mananya rapat auditor, dan jika terdapat masalah barulah diperintah untuk memperbaiki, setelah rapat auditor barulah diangendakan rapat komisi fatwa, setelah rapat komisi fatwa barulah dapat diketahui apakah produk tersebut dikatakan halal ataupun tidak. LPPOM MUI membantu komisi fatwa untuk melihat produk itu, komisi fatwa tidak mengetahui bahan-bahan dari prodak itu. Maka dari itu LPPOM MUI mengadakan auidit untuk komisi fatwa mengetahui produk dapat di jamin kehalalannya ataupun tidak. 

LPPOM MUI dalam perlindungan ke konsumen selalu aktif menghimbau mensosialisasikan terutama kepada masyarakat muslim agar untuk selektif dalam mengonsumsi makanan, selalu memperhatikan yang bersertifikasi halal. Berusaha menghimbau kepada perusahaan untuk melakukan proses produksi sesuai aturan yang berlaku supaya peroduknya konsisten kepada kehalalannya. Tetapi harapanya tetap kepada produsennya. 
Indikasi bahwa produk makanan tersebut tidak memiliki sertifikasi halal yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI yaitu  LPPOM MUI mengeluarkan dari komisi fatwa terdapat jenis logo label halal yang dibuat secara khusus, nomor registrasi, dan nomor perusahaan, karena seringkali ditemukan hanya logo halal saja, sebenarnya itu tidaklah sah, yang sah itu adalah logo halal dari komisi fatwa.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI Kota Medan  adalah setelah terdapat logo dan nomor registrasi, LPPOM MUI Kota Medan  dapat menjamin kehalalan dari suatu produk.  Penelitian dilakukan mencangkup dari setiap bahan yang pergunakan dan cara pembuatan atau pengolahannya dari perusahaan. Tetapi LPPOM MUI tidak jamin kehalalan suatu produk yang hanya memiliki label logo dan tidak disertakan nomor registrasi. Dengan menerbitkan sertifikasi halal kepada beberapa produk adalah tujuan dari bentuk perlindungan konsumen. 

Sertifikat halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan sertifikasi halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal.

 Adapun ketentuan tentang sertifikat halal adalah sebagai berikut: 
1. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan  kehalalan suatu produk sesuai dengan  syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat  untuk mencantum label halal.

2. Produk halal yang dimaksud adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam:

a. Tidak mengandung babi dan yang berasal dari babi.

b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seprti : bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran  dan lain sebagainya.

c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.

d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan,  pengolahan, tempat pengelolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.

e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung  khamar.

3. Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untukmemelihara  kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini  tidak dapat dipindah tangankan.

4. Sertifikat yang sudah berakhir mas berlakunya, termasuk  fotocopynya  tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu. 


Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal bagi produknya,  maka terlebih dahulu disyaratkan yang bersangkutan menyiapkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Produsen menyiapkan suatu sistm jaminan halal (halal Assurance System).

2. Sistem jaminan halal tersebut harus  didokumentasikan secara jelas  dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.

3. Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal ini diuraikan  dalam bentukpanduan halal (halal manual). Tujuan  membuat panduan halal adalah untukmemberikan uraian sistem  manajemen halal yang dijalankan produser. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi untuk rujukan tetap dalam melaksanakan  dan memelihara kehalalan produk tersebut. 

4. Produsen menyiapkan prosedur  baku pelaksanaan (Standard Operating Prosedure)  untuk  mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin.

5. Baik panduan halal maupun prosedur  baku pelaksanaan yang  disiapkan  harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran, dari mulai direksi sampai pada karyawan memahami betul bagaimana prosedur dalam melakukan produk yang halal.

6. Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengefaluasi apakah sistem jaminan halal yang menjamin kehalalan produk  ini dilakukan sebagai mana yang  semestinya.

7. Untuk melaksanakan butir 6,  perusahaan harus mengangkat minimum seorang auditor halal internal yang beragama Islam  dan berasal dari bagian yang terkait  dengan produksi halal yaitu dari Majelis Ulama Indonesia. 

Proses sertifikasi halal adalah sebagai berikut: 
1. Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya harus mengisi formulir yang telah  disediakan dengan melampirkan:

1. Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan  penolong  serta bagan air proses.

2. Sertifikat halal atausurat keterangan  halal dari MUI daerah  (produk lokal)  atau sertifikat halal dari lembaga  Islam yang telah diakui oleh MUI (produk inpor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.

3. Sistem jaminan halal yang diuraikan  dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.

2. Tim auditor LPPOM MUI melakukan  pemeriksaan  atau audit ke lokasi  produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya  dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya.

3. Hasil pemeriksaan atau audit yang masuk  laboratorium diefaluasi  dalam rapat tenaga ahli  LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan maka dibuat laporan hasil audit  untuk diajukan kepada sidang  komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.

4. Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika  dianggap belum memenuhi semua  persyaratan yang telah ditentukan.

5. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah ditetapkan status kehahalalannya oleh komisi fatwa MUI.

6. Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikat halal, harus mengangkat  auditor halal internal sebagai bagian dari  sistem jaminan halal. Jika kemudian ada  perubahan dalam  penggunaan  bahan baku,  bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya,  auditor halal internal diwajibkan  segera melaporkan untuk mendapat ketidak beratan penggunaannya. Bila ada perubahan yang terkait  dengan produk halal  harus dikonsultasikan dengan LPPOM MUI  oleh auditor halal internal. 

Menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal, selain menunjuk auditor internal di setiap perusahaan yang bertugas mengawasi kehalalan produknya, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk-produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikat halal produk bersangkutan. 

Setiap produk yang telah mendapat sertifikat halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI. 

Masa berlaku sertifikat halal adalah sebagai berikut: 
1. Sertifikat halal hanya berlaku selama 2 (dua) tahun,  untuk daging yang diekspor surat keterangan halal diberikan untuk setiap  pengapalan.

2. Tiga bulan sebelum berakhir masa  berlakunya sertifikat, LPPOM MUI  akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.

3. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen  harus daftar kembali untuk sertifikat halal yang baru.

4. Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya,  tidak diizinkan lagi menggunakan  sertifikat halal tersebut  dan dihapus  dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi  LPPOM MUI jurnal halal.

5. Jika sertifikat halal hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LPPOM MUI.

6. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI  adalah milik MUI. Oleh sebab itu,  jika karena sesuai hal diminta kembali oleh MUI maka pemegang sertifikat harus menyerahkannya.

7. Keputusan MUI didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat. 


Sertifikasi halal ini dapat diperpanjang dengan mengikuti prosedur perpanjangan sertifikat halal  yaitu: 
1. Produsen yang bermaksud memperpanjang sertifikat yang dipegangnya harus mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia.

2. Pengisisn formulir disesuaikan dengan  perkembangan terakhir produk.

3. Perubahan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, serta jenis pengelompokan harus diinformasikan kepada LPPOM MUI.

4. Produsen berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi,  sertifikat halal dan  bagian akhir proses. 

Selanjutnya untuk sertifikasi halal bagi produk-produk lain adalah sebagai berikut: 
1. Sertifikat halal MUI bagi pengembangan  produk:

a. Pengembangan produk yang dilakukan oleh  produsen pemegang sertifikat halal MUI  harus dilaporkan kepada LPPOM MUI.

b. Jika produk yang dikembangkan berbeda jenisnya dengan kelompok produk yang sudah  bersertifikat halal MUI produk tersebut didaftarkan sebagai produk baru dan diproses mengikuti  prosedur  sertifikat halal yang  berlaku.

c. Produk yang sejenis  dengan  kelompok produk yang sudah  mendapat sertifikat halal MUI,  diinformaasikan kepada LPPOM MUI  Informasi tersebut berisi data tambahan dan nama produk dan dilengkapi dengan spesifikasi dan bukti pembelian bahan. Data tersebut akan dipelajari oleh LPPOM MUI untuk  ditentukan  tahapan proses selanjutnya.

d. Pendaftaran penambahan produk dengan jenis  produk yang sama dengan produk  yang telah mendapatkan sertifikat halal dan pernah diaudit  sebelumnya tidak perlu  melalui pengisian formulir baru. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengajukan surat  kepada direktur LPPOM disertai  lampiran daftar  ingredient dan alur prosesnya. Bila dianggap  perlu audit dilakukan untuk memeriksa kesesuaian informasi dalam surat dengan kondisi di lapangan.

e. Hasil audit yang dilaporkan dalam  rapat auditor jika tidak ditemukan masalah maka  dibawa ke rapak komisi fatwa dan apabila tidak ada maasalah maka direktur akan mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatkan bahwa produk terssebut dapat diproduksi karena menggunakan bahan-bahan yang pernah digunakan dari produk yang telah difatwakan sebelumnya.

2. Produk kemas ulang (Repacking  Product)  produk kemas ulang (repacking product) atau produk distributor diaudit ke tempat produksi (negara asal).

3. Produk plafor khusus  untuk produk plafor jika  proses lokal hanya  berupa proses sederhana, dimana  basenya  dibuat di pabriklain di luar negeri, maka audit harus dilakukan di tempat produksi base tersebut. Perlu tidaknya aaudit dilakukan untuk penambahan produk baru ditentukan kasus per kasus.

4. Prosedur pemusnahan bahan jika ditemukan  produk atau barang yang harus dimusnahkan karena ketidak halalannya maka pemusnahan harus disaksikan oleh auditor disertai bukti berita acara  pemusnahannya. Penentuan tentang pemusnahan dilakukan oleh rapat auditor atau rapat tenaga ahli.

5. Audit produk beragam: Jika produk yang diaudit banyak yang beragam, maka tidak  setiap produk harus  diproduksi pada saat diaudit, cukup diwakili tiap kelompok  produknya. Akan tetapi auditor tetap memeriksa  formula tidak hanya pada data base, tetapi juga di ruang produksi. Bila pada saat audit dilakukan, perusahaan belum dapatmelaksanakan proses produksi sesungguhnya, maka dapat diaudit dalam proses skala  laboratorium. Namun pada waktu produksi auditor akan melihat kembali  kesesuaian produksi sesungguhnya dengan proses  produksi skala  laboratorium yang pernah dilihatnya.

6. Pembuatan matriks bahan setiap perusahaan yang diaudit akan diminta untuk membuat matriks bahan terakhir yang telah disetujui untuk diajukan ke rapat komisi fatwa. Jika tidak ada permasalahan dalam rapat komisi fatwa, maka matriks ini akan disetujui oleh Direktur setelah di periksa oleh auditor. Matriks tersebut akan dimasukan ke dalam database dan menjadi pegangan dalam pelaksanaan sidak LP POM MUI. 

Manual halal adalah pedoman umum mengenai kehalalan pangan, baik yang berkaitan dengan kaidah-kaidah  hukum fiqih, maupun aplikasinya terhadap produk-produk olahan modern.

 Manual halal  di dalamnya juga  terdapat fatwa-fatwa terbaru dari MUI mengenai berbagai hal, seperti hukum  memanfaatkan minuman keras dalam produk  makanan, turunan dari minuman keras, produk-produk yang  berasal dari turunan organ tubuh manusia, produk-produk mikrobial, rekayasa genetika dan seterusnya. Secara umum MUI  telah membuat manual halal  tersebut untuk digunakan oleh para  perusahaan pangan. 
Berdasarkan manual halal yang sifatnya  umum tersebut  kemudian dikembangkan menjadi titik kritis keharaman  untuk masing-masing proses produksi. Titik kritis ini perlu dibuat untuk mendeteksi  dini dan mengantisipasi masuknya unsur haram, sehingga bisa dicegah dan ditangkal sebelum benar-benar mengkontaminasi produk.

Seseorang baru menyadari akan pentingnya  sertifikasi halal sehingga banyak persoalan yang masih dihadapi. Permaslahan tersebut diantaranya berkaitan dengan: 
1. Kelembagaan.

Berdasarkan perjalanan sejarah pemberlakuan sertifikasi halal di Indonesia, LPPOM MUI sebagai lembaga yang mempelopori pemberian sertifikasi halal yang pertama dan masih dianggap satu-satunya di Indonesia, maka sering kali LPPOM MUI dituding sebagai lembaga yang memonopoli pengeluaran sertifikat halal di Indonesia.

LPPOM MUI  bukan hanya LPPOM MUI Pusat, tetapi juga LP POM MUI daerah masing-masing daerah ini memiliki otoritas sendiri-sendiri yang tidak tergantung pada LPPOM MUI Pusat. Walaupun demikian, mengingat Permenkes mengenai pencatuman label Halal harus melalui kerja sama  Badan POM dan MUI, maka kesan monopoli ini kelihatannya benar. Padahal, jika  ada yang mau mempelopori pemdirian lembaga pemeriksa kehalalan di luar LP POM MUI yang berkerjasama dengan MUI seharusnya bisa dilakukan karena secara UU dan PP tidak melanggar dan tidak ada peraturan yang tegas yang mengharuskan pemeriksaan kehalalan dilakukan hanya oleh LPPOM MUI. 

Mengingat masalah halal adalah masalah yang berkaitan erat dengan keagamaan secara langsung (seharusnya semua aspek kehidupan berkaitan langsung dengan agama, ini menurut keyakinan Islam), maka keterlibatan ulama atau ahli fiqih sangat diperlukan. Keterlibatan para ulama hanya sebatas sebagai pembuat pedoman standar dan pedoman atau ikut pula melakukan proses sertifikasi sebagai  komisi pemutus seperti yang dilakukan MUI sekarang ini. hal inilah yang harus dipecahkan sekarang dan dimasa datang.

2. Standar

Salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh dunia industri pangan di Indonesia yang berkaitan dengan sertifikat halal adalah tidak adanya standar yang rinci yang menunjukkan bahan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh digunakan serta sistem manajemen apa yang harus diterapkan. Standar untuk bahan dan sistem manajemen, ternyata standar untuk lembaga sertifikasi halalnya sendiri belum ada, lalu standar auditor halal, standar sistem jaminan halal, standar personil yang akan  melakukan akreditasi dan standar akreditasi lembaga sertifikasi halal.

Ketiadaan standar inilah yang sering muncul permasalahan, kasus Ajinomoto seharusnya dapat dicegah jika ada suatu standar  yang rinci bahan-bahan apa saja yang tidak boleh digunakan dan pada tahap mana saja. Untuk mendukung standar ini juga diperlukan adanya suatu database bahan-bahan apa saja yang jelas boleh digunakan (halal), jelas tidak boleh (haram) dan yang meragukan (bisa halal dan bisa haram, tergantung asal bahan dan cara pembuatannya). Masalahnya, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa penetapan halal tidaknya  suatu produk dilakukan melalui suatu mekanisme fatwa sehingga standar halal tidak mungkin bisa diterapkan. Pendapat ini sebetulnya  tidak sepenuhnya benar karena dalam banyak hal sudah bisa ditetapkan di awal karena sudah jelas, misalnya semua undur-unsur dari babi adalah haram digunakan untuk produk  pangan, hal ini sudah tidak perlu diperdebatkam lagi.

Memang ada beberapa hal yang belum dapat ditentukan pada saat ini, atau suatu permasalahan yang berkembang yang memerlukan fatwa baru, maka hal-hal seperti ini dijadikan kasus khusus, di luar standar halal yang ditetapkan. Hal yang perlu diperhatikan disini adalah standar halal tidak sama dengan standar mutu. Mutu ditetapkan oleh produsen atas dasar permintaan atau kebutuhan konsumen dan mutu adalah suatu konsensus.

Halal ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa melalui Al-Qur’an dan Hadis yang diinterpretasikan oleh orang yang memiliki otoritas untuk itu (ulama). Sering diperlukan suatu ijtihad bersama (dilakukan oleh sekelompok ulama) yang dikenal dengan Ijma. Dengan demikian, penetapan halal tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. 

3. Mutual Recognition.

Ketiadaan standar bagi lembaga sertifikasi halal seringkali menyulitkan dalam menetapkan apakah suatu lembaga sertifikasi halal dari luar negeri sertifikasinya bisa diakui atau tidak. Disamping itu, di luar negeri ada ratusan  lembaga sertifikasi halal yang sering kali tidak diketahui  reputasinya, bahkan ada yang hanya dijalankan oleh satu orang saja.

Adanya standar yang diberlakukan bagi lembaga sertifikasi halal  dan para auditornya akan sangat membantu dalam menilai dan mengakui sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh suatu lembaga. Apabila standar-standare ini dapat  berlaku secara  international maka bagi yang telah menerapkannya perlu dilakukan akreditasi oleh lembaga yang berwenang. Dengan standar yang berlaku secara internasional maka memudahkan untuk memperoleh mutual recognition diantara lembaga-lembaga sertifikasi halal yang terbesar di seluruh dunia. 

4. Persaingan Global.

Salah satu motivasi mengapa MUI terjun menangani sertifikasi halal melalui LPPOM MUI adalah agar sertifikasi halal tidak dijadikan lahan bisnis, khususnya di tahap-tahap awal pengembangan sistem sertifikasi halal. Kebanyakan lembaga sertifikasi halal di luar negeri, sertifikasi halal sering dijadikan lahan bisnis. Dengan demikian sering terjadi persaingan yang tidak sehat dan sehat sekalipun. Persaingan sehat sering dilakukan secara tidak berimbang, misalnya bagi mereka yang ada di negara maju, lebih mudah untuk mendapatkan sertifikat ISO (International Organization for Standardization) karena dukungan dana dan motivasi bisnis memungkinkan mereka untuk memiliki dana yang cukup. Dengan modal ini, cukup banyak lembaga sertifikasi halal dari negara maju berkeliling ke negara-negara bermayoritas muslim termasuk Indonesia.

Lembaga sertifikasi halal yang berorientasi  sosial biasanya kalah dalam persaingan ini. Misalnya, dengan belum adanya standar yang berlaku global untuk lembaga sertifikasi halal maka penyimpangan, atau paling tidak ketidaksesuaian standar halal yang ditetapkan, dapat terjadi dalam sertifikasi ini. Selama ini orang hanya tahu makanan yang diharamkan dalam Islam itu babi, darah, bangkai, atau binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Orang belum tahu, bahwa makanan yang modern seperti sekarang ini sebetulnya bisa dikatakan rawan kehalalannya. Unsur-unsur yang diharamkan bisa masuk  ke dalam makanan dalam bentuk turunan-turunannya bahkan dalam pemakaian peralatan saat proses pembuatannya. 

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperhatikan kehalalan makanan disebabkan karena faktor ketidaktahuan bahwa makanan yang ada sekarang  tidak lagi sederhana. Apabila karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam, masyarakat cenderung tenang-tanang saja, yang penting membaca Bismillah, halallah sudah makanan itu. 
Selain masyarakat sebagai konsumen, produsen makanan dan minuman di Indonesia juga masih kurang kesadarannya untuk mendapatkan sertifikasi halal sebagai syarat untuk mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Padahal, untuk  mengetahui apakah makanan atau minuman yang dikonsumsinya halal atau tidak, masyarakat hanya bergantung pada label halal yang tercantum dalam kemasan. Itupun masyarakat masih bisa  kecolongan. 

C. Kendala dan Upaya dalam  Pemberian Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Kota Medan.

Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produksinya harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan: 
1. Spesifikasi dan sertifikasi halal bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta bagan alir proses.

2. Sertifikasi halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewani dan juga turunannya.

3. Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prisedur pelaksanaannya. 



Beberapa langkah yang perlu ditempuh adalah: 
1. Tim auditor LPPOM MUI melakukan pemerikssaan atau audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampirannya dilokasikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya.

2. Hasil audit dan hasil laboratorium di evaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, dibuat laporan hasil audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga kerja ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi syarat, dibuat hasil laporan audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI guna di putuskan status kehalalannya.

3. Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi syarat yang telah ditentuan. 

4. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkannya status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.

5. Perusahaan yang produksinya telah mendapat sertifikasi halal, harus mengangkat audit halal internal. Kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, auditor halal internal diwajibkan segera melapor untuk mendapatkan ketidakberatan penggunaannya. Bila ada perubahan yang terkait dengan produk halal harus dikonsultasikan dengan LPPOM MUI oleh tim auditor halal internal. Kini LPPOM MUI memperkenalkan certificasion online service system (CEROL-SS) lebih cepat, mudah, transparan dan akurat dengan layanan berbasis web. 

Bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI Kota Medan di kota Medan berdasarkan hasil keterangan wawancara adalah LPPOM MUI mempunyai sistem jaminan halal, setiap perusahaan melaporkan kondisi dan bahan-bahan yang dipergunakan, apakah ada yang pertambahan dari bahan yang dipergunakan atau pengurangan dan semacamnya. Kemudian diperiksa dan cek, nantinya sistem jaminan halal ini akan beri nilai, dan jika perusahan tersebut secara berturut mendapat nilai A, kedepan biasanya indeks LPPOM MUI sudah tidak berkunjung lagi keperusahaan yang bersngkutan, jadi yang mengatur itu adalah Sistem Jaminan Halal (SHJ). Akan tetapi setelah perusahaan melaporkan ke LPPOM MUI dan di teliti, barulah Tim dari LPPOM MUI melakukan dengan yang terdapat di lapangan dan jika ditemukan yang menurut LPPOM MUI menyimpang dari perjajian yang telah dibuat, maka dapat diberi pembinaan, teguran ataupun pencabutan jaminan halalnya dan dipublikasikan tergantung dari besar kecil kesalahan yang dibuat oleh perusahaan dalam hai ini LPPOM MUI serius untuk menangani. 

Ditambahkan pula dari hasil keterangan wawancara yaitu bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI dengan cara survey pasar dan melakukan mekanisme pelaporan implementasi, dan jika ditemukan perusahaan yang telah diberikan sertifikasi halal dan mengubah status produksinya menjadi sampai berubahnya status kehalalannya, maka tanpa adanya surat peringatan, sertifikasi halalnya akan dicabut dan dipublikasikan dan juga setiap perusahaan wajib melaporkan kondisi produk setiap enam bulan sekali kepada LPPOM MUI.

Proses pencegahan bila terdapat suatu produk makanan yang tidak memiliki sertfifikasi label halal berdasarkan hasil keterangan wawancara adalah selama ini LPPOM MUI ini membantu pemerintah dan pengusaha kecil menengah, dengan adanya proses sertifikasi halal. Seperti halnya produk luar negeri yang ingin masuk ke dalam negeri akan tertahan, dikarenakan bahan-bahan dari luar negeri atau produk dari luar negri haruslah terdapat sertifikasi halal yang telah di keluarkan oleh intansi yang telah di percayai oleh LPPOM MUI dan jika kedapatan belum mendapat sertifikasi halal akan tertahan dikarena terlebih dahulu LPPOM MUI akan mengadaan audit dan periksa terlebih dahulu, seperti daging-daging dan lain-lain. Dengan adanya proteksi seperti itu membantu perusahaan perusahaan lokal untuk berupaya mensertifikasi.

Proses pencegahan bila terdapat suatu produk makanan yang tidak memiliki sertfifikasi label halal bahwa LPPOM tidaklah mempunyai domain terhadap proses yang belum terdapat sertifikasi halal, itu merupakan domain dari BPOM, hanya saja LPPOM MUI mengawasi kepada produk makanan yang telah diterbitkan sertifikat halalnya, dan bagaimana pengawasan LPPOM MUI agar prusahaan konsistem terhadap produk halalnya. Perusahaan yang belum mendaftarkan dirinya tentang sertifikasi halal, itu bukan kewenangan dari LPPOM MUI, itu adalah kewenangan dari BPOM. Lingkup dari LPPOM MUI lebih kecil, terkecuali disaat semua produk telah bersertifikat halal barulah dalam lingkup besar. 

Kendala yang dihadapi oleh LPPOM MUI ketika melakukan operasi terhadap produk makanan di pasar atau supermarket halal berdasarkan hasil keterangan wawancara adalah kendala yang dialami oleh LPPOM MUI terdapat pada masyarakat yang membuat produknya tersendiri yang biasanya tidak mengetahui dari bahan yang telah mereka pergunakan, dan selalu menganggap bahwa apa yang mereka buat itu halal, tetapi belum tentu bahan atau alat yang dia pergunakan halal. 

LPPOM MUI terus sosialisasikan tentang jaminan halal, pemahaman sebagian orang itu belum sampai disana. Selama ini yang telah diberikan sertifikasi halal kapan saja kami dapat melakukan sidak, tetapi perusahaan yang belum mendaftarkan atau yang belum diberikan sertifikasi halal kami tidak berani karena mereka belum membuat perjanjian dengan mereka. 

Selanjutnya dari hasil keterangan wawancara tentang kendala yang dihadapi oleh LPPOM MUI ketika melakukan operasi terhadap produk makanan di pasar atau supermarket yaitu LPPOM MUI tidak punya kewenangan kepada supermarket itu adalah kewenangannya badan POM, itu yang punya kewenangan untuk memantau perkembangan-perkembangan produk di supermarket. LPPOM MUI punya kewenangan saat survey pasar itu, secara tidak rutin hanya apabila ada yang kami curigai. 

Cara sosialisasi LPPOM MUI terhadap masyarakat dalam mengenali produk makanan yang memiliki sertifikat halal yaitu langkah pertama melalui sekolah-sekolah, kampus-kampus, Dinas Perindustrian langsung sehingga masyarakat dapat paham bahwa makanan yang terdapat logo halal dan nomor registrasi dari perusahaan tersebut. 
Cara sosialisasi LPPOM MUI terhadap masyarakat dalam mengenali produk makanan yang memiliki sertifikat halal yaitu dengan cara sosialisasi lewat media, pertemuan-pertemuan, media massa, Media sosial, tetapi yang lebih dominan biasanya lewat media massa. 

Sosialisasi dan promosi halal diperlukan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Melalui kegiatan sosialisasi dan promosi halal diharapkan masyarakat dan pelaku usaha dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya produk halal. Adapun beberapa program kegiatan sosialisasi dan promosi halal antara lain: 
1. Indhex (Indonesia International Halal Expo)


Edukasi dan promosi produk bersertifikat halal, LPPOM MUI menggelar event tahunan yaitu INDHEX, berupa Expo produk bersertifikat dan berbagai event yaitu Global Halal Forum, Halal Award, aneka talkshow, halal competition, dan Halal Community Gathering.
2. Halal food goes to school

Program yang ditujukan untuk generasi muda khususnya usia TK sampai SMU/sederajat agar peduli halal dan selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Program berupa penyuluhan ke sekolah-sekolah TK sampai SMU sambil memperkenalkan produk halal.

3. Wisata halal (halal tour)


Program yang memperkenalkan kepada anak usia sekolah dan masyarakat umum tentang proses pengolahan makanan dan minuman halal dan pengetahuan tentang kehalalan produk di perusahaan yang telah mendapat sertifikat halal.

4. Seminar/talkshow halal


LPPOM MUI bekerja sama dengan universitas, Instansi dan media dalam menggelar seminar/talkshow 

5. Halal competition


Menigkatkan kepedulian masyarakat terhadap produk halal melalui penumbuhan kreativitas dalam aneka lomba halal. Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis LPPOM MUI bekerja sama dengan Pemerintah/Instansi terkait seperti Kementerian Agama RI, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, Kementerian KUKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian Kota/Kabupaten untuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis kepada UKM.

6. Sosialisasi halal kepada UKM/perusahaan besar


Baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan instansi terkait, LPPOM MUI memberikan sosialisasi halal kepada UKM dan perusahaan besar.

7. Sosialisasi halal melalui media dan sosial media


LPPOM MUI bekerja sama dengan berbagai media baik cetak maupun online dalam sosialisasi halal. Selain itu LPPOM MUI juga melakukan sosialisasi halal melalui twitter @HalalIndonesia dan Facebook: Halal MUI.

8. Merchandise


LPPOM MUI membuat aneka merchandise “Halal is My Life” sebagai upaya sosialisasi tagline. 

Kemudian saran LPPOM MUI terhadap Pemerintah dalam hal ini pelaku usaha yang akan memproduksi makanan halal adalah bantuan dari pemerintah terhadap UKM untuk membantu, karena UKM mempunyai dana yang kecil, dikarenakan UKM yang menengah ke bawah itu berpresepsi bahwa pendaftaran saat mendaftarkan produknya di kenakan biaya yang mahal. Dengan bantuan pemerintah terhadap UKM itu sangat membantu. 
Selanjutnya ditambahkan saran LPPOM MUI terhadap Pemerintah dalam hal ini pelaku usaha yang akan memproduksi makanan yaitu bahwa seharusnya dan jika memungkinkan yang menerbitkan izin produk itu disertakan tentang sertifikasi halal dan tidaklah diberikan izin untuk memproduksi makanan jika tidak diproduksi secara halal, karena sekarang orang dapat ijin produksi dan menjual belum dapat sertifikat halal.
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